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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan
Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik
Indonsia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan dan No.0543
b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk
menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa
Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia
sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai
berikut:

A. Konsonan Tunggal

No. ll\ur;f Nama Nama Keterangan
Latin Latin
1. | alif - Tidak dilambangkan
2. @ ba’ B -
3. il ta’ T -
4. < sa' g s dengan titik di atas
5. z jim J -
6. z ha' h ha dengan titik di bawah
7. z kha’ Kh -
8. K Dal D -
9. ) zal 7 zet dengan titik di atas
10. ) ra’ R -
11. B Zai 7 -
12. g Sin S -
13. g syin Sy -
14. ua sad s es dengan titik di bawah
15. ) dad d de dengan titik di bawah
16. L ta’ t te dengan titik di bawah
17. L za’ z zet dengan titik di bawah




18. & ‘ain ’ koma terbalik di atas
19. ¢ gain G -
20. a fa’ F -
21. g qgaf Q -
22. el kaf K -
23. J lam L -
24, N mim M -
25. O nun N -
26. K waw \Wi -
27. 2 ha’ H -
28. s hamzah ¥ apostrop
29. < ya’ Y -

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.
) ditulis Ahmadiyyah
C. Ta’ Marbutah

1. Transliterasi Ta’ Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah,

dan dammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh: ohdll 383 Zakat al-Fitri atau Zakah al-Fitri.
2. Transliterasi Ta” Marbutah mati dengan “h”

Contoh: dall : Talhah

Jika Ta’” Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu

terpisah maka ta” marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: d3all 4 5 5: Raudah al-Jannah
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3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap

menjadi bahasa Indonesia

iclea

» ditulis Jama‘ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

‘L -

Skl 38

D. Vokal

:ditulis Ni‘matullah

 ditulis Zakat al-Fitri

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

transliterasinya sebagai berikut:

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat,

2. Vokal Rangkap atau Diftong

No. | Tanda Vokal Nama Huruf Latin Na
ma
1. N e L Fathah A a
2 SRR o Kasrah I i
- T Damah U u
Contoh:
IS - Kataba - Yazhabu
Jiw — Su'ila S 7ukira

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:
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E. Vokal Panjang (Maddah)

No Tanda Nama Huruf Nama
Vokal Latin
s Fathah dan ya’ ai Adani
j_, Fathah dan waw au Adanu
Contoh:
s - Kaifa Js> :Haula

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf,

trasliterasinya sebagai berikut:

No | Tanda Nama Latin Nama
Vokal
G Fathah dan alif a a bergaris atas
G‘, Fathah dan alif a a bergaris atas
layyinah
B Kasrah dan ya’ I i bergaris atas
$ Dammah  dan a u bergaris atas
waw
Contoh;
Osd I TuhibbOuna
oY) 7 al-Insan
D) . Rama
J8 :Qlla
F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan
dengan Apostrof
(,:gﬁ . ditulis a’antum

:~.‘3A

G. Kata Sandang Alif + Lam

- ditulis mu’annas

viii




Kata sandang berupa “al” ( J') ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak
di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-
tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan
contoh-contoh berikut ini:
1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masya’ Allah kana wa ma lam yasya’ lam yakun.
4. Billah ‘azza wa jalla
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
ol - ditulis al-Qur’an
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf | diganti dengan huruf Syamsiyah
yang mengikutinya.
Al ditulis as-Sayyi‘ah
. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)
Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama

baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

w

Xas  :Muhammad
25l - al-Wudd

Kata Sandang ul)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah dan huruf syamsiyyah

ditulis dengan menggunakan huruf “1 ”.



Contoh:

oAl s al-Quran
4l :al-Sunnah
Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun
dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang
berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni
penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang
“al”, dIl.

Contoh:
Al WY1 al-imam al-GhazalT
Gl aidl al-sabu al-Masan?

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf
atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

A e s . Nasruminallghi
lasas 1Y) & : Lillahi al-Amrujamia
. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (") atau apostrof jika
berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata,
maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

) ﬁ)l“—‘;‘-..‘é\ - inya’ ulam al-Din



L. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau
harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut
dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh :
OB )N A ] ) O s : wa innallaha lahuwa khair al-razigin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat
1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

PRI v . ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam
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ABSTRAK

KOMARIYAH, 2023, KEDUDUKAN KONSUMEN DAN PELAKU
USAHA DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH

Dosen Pembimbing: Tarmidzi, M.S.1

Salah satu aspek dalam kehidupan yang terus berkembang di masyakat
adalah aspek hukum,hukum memuat sejumlah peraturan tindakan-tindakan yang
harus dilaksanakan. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengungkapkan
sistem perlindungan konsumen di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan.
Kelemahan pada sistem ini berbuntut pada banyak hak-hak konsumen atau masyarakat
Indonesia yang dilanggar. Kelemahan kelemahan tersebut yang menjadi fokus
pembahasan pada penelitian ini, diantaranya adalah pasal 4 dan 5 yang membahas hak
dan kewajiban konsumen,pasal 6 dan 7 yang membahas hak dan kewajiban pelaku usaha
serta pasal 8 tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam Undang Undang
Perlindungan Kosumen Perspekti magashid syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif magasyid Syariah terhadap
hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha serta perbuatan yang di larang bagi
pelaku usaha dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen Penelitian yang penulis lakukan ini termasuk ke dalam penelitian
yuridis normative. lalah suatu metode yang melakukan penelitian terhadap bahan
pustaka/sekunder, data yang menjadi objek dari penelitian ini ialah berupa produk
hukum yang disahkan oleh legislator.Adapun sifat dari penelitian yang dilakukan
ialah deskriptif. Yaitu memaparkan hasil penelitian dengan cara memperoleh
gambaran utuh dan sistematik mengenai fakta yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan konsumen dan pelaku
usaha sama dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen, sama sama mendapatkan hak perlindungan hukum, sama sama
berkewajiban beritikad baik yang dijelaskan pada pasal 5 huruf (b) pasal 7 huruf
(a). Pasal 8 menjelaskan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, pasal 8 ayat 1
barang atau jasa yang tidak boleh diproduksi atau pun dijual. Pasal 8 ayat 2
larangan menjual barang yang rusak,cacat atau bbekas dan tercemar tanpa
memberikan informasi secara lengkap. Pasal 8 ayat 3 pelaku usaha dilarang
memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan
tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
Pasal 8 Ayat 4 dijelaskan bahwa pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.
Setelah dicermati Pasal-Pasal tersebut mengandung nilai-nilai keislaman
diantaranya kejujuran, keadilan, pemenuhan akad, musyawarah, dilarangnya
gharar dan penipuan (tadlis). Yang seluruhnya mengarah pada satu tujuan yaitu
kemaslahatan. Sehingga UUPK Pasal 4, 5, 6, 7, dan 8 sesuai dengan Magashid
Syariah.

Kata kunci: Magashid Syariah, UUPK, Perlindungan Konsumen
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ABSTRACT

KOMARIYAH, 2023, THE POSITION OF CONSUMERS AND
BUSINESSES IN LAW NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER
PROTECTION MAQASHID SYARIAH PERSPECTIVE

Dosen Pembimbing: Tarmidzi, M.S.1

One aspect of life that continues to develop in society is the legal aspect.
The law contains a number of regulations for actions that must be implemented.
The National Consumer Protection Agency (BPKN) revealed that the consumer
protection system in Indonesia still has many weaknesses. Weaknesses in this
system result in many consumer or Indonesian people's rights being violated.
These weaknesses are the focus of discussion in this research, including articles 4
and 5 which discuss the rights and obligations of consumers, articles 6 and 7
which discuss the rights and obligations of business actors and article 8
concerning actions that are prohibited for business actors in the Consumer
Protection Law. Sharia magashid perspective.

This research aims to determine the Maqasyid Sharia perspective on the
rights and obligations of consumers and business actors as well as actions that are
prohibited for business actors in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer
Protection. The research that the author conducted is included in normative
juridical research. It is a method that carries out research on library/secondary
materials. The data that is the object of this research is in the form of legal
products approved by legislators. The nature of the research carried out is
descriptive. Namely presenting the research results by obtaining a complete and
systematic picture of the facts relevant to this research.

The research results show that the position of consumers and business
actors is the same in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection,
they both have the right to legal protection, and they both have the obligation to
act in good faith as explained in article 5 letter (b) and article 7 letter (a). Article 8
explains actions that are prohibited for business actors, article 8 paragraph 1
goods or services that may not be produced or sold. Article 8 paragraph 2
prohibits selling damaged, defective or used and contaminated goods without
providing complete information. Article 8 paragraph 3 business actors are
prohibited from trading damaged, defective or used and contaminated
pharmaceutical and food preparations, with or without providing complete and
correct information. Article 8 Paragraph 4 explains that business actors commit
violations. After looking closely, these articles contain Islamic values including
honesty, justice, fulfillment of contracts, deliberation, prohibition of gharar and
fraud (tadlis). All of which lead to one goal, namely benefit. So UUPK Articles 4,
5, 6, 7, and 8 are in accordance with Magashid Syariah.

Keywords: Magashid Syariah, UUPK, Consumer Protection
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Salah satu aspek dalam kehidupan yang terus berkembang di
masyarakat adalah aspek hukum. Perkembangan zaman menuntut adanya
pembaharuan hukum yang berlaku agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat
salah satunya perihal perlindungan konsumen. Hukum memuat sejumlah
peraturan tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam hal
perlindungan  konsumen dimana dibutuhkan undang-undang terkait
perlindungan konsumen.' Di Indonesia sudah ada undang- undang tentang
perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang No. 8 tahun 1999.

Pemerintah Indonesia sangat peduli terhadap konsumen terbukti
dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk
melindungi hak dan kepentingan konsumen. Pemerintah memberikan
perlindungan kepada konsumen karena adanya kesadaran bahwa konsumen
selalu dalam kondisi lemah baik dalam perjanjian bisnis dengan pelaku bisnis
maupun keterbatasan konsumen dalam pengetahuan mengenai produk dan
atau jasa yang dikonsumsi. Hal ini memungkinkan adanya masalah sengketa

konsumen.?

! Aditiya Dani Anto Eedlin, May Dlin, “Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Balikpapan,”
Lex Suprema 4, no. 1 (2022): 981-97.

2 Mutiara Raras Respati, “Analisis Pengaturan Arbitrase Dalam Undang-Undang No. 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 30 Tahun
1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,” EPakuan Law Review 4, no. 2
(2018): 216-41.



Pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah mengesahkan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan
disahkan undang-undang tersebut diharapkan dapat melindungi masyarakat
dalam hal ini konsumen dalam transaksi jual-beli. Dengan adanya undang-
undang tersebut berguna untuk memberikan kepuasan dan kenyaman dari
kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Harapannya produk atau jasa
yang ditawarkan dapat memuaskan pelanggan dan sesuai Standar serta
harapan konsumen. Tugas pemerintah untuk melakukan fungsi pengaturan,
pengawasan dan kontrol untuk terciptanya system yang aman dan terwujud
kondisi masyarakat yang sejahtera.®> Manfaat bagi konsumen adalah sebagai
berikut:

1. Mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang didapatkannya.

2. Melindungi konsumen lain agar tidak mengalami kerugian yang sama.
komplain yang diajukan konsumen melalui ruang publik dan mendapat
liputan media massa akan memberikan dorongan tanggapan lebih positif
dalam kalangan pelaku usaha

3. Menunjukkan sikap kepada masyarakat pelaku wusaha dari pada
memperhatikan kepentingan konsumen

4. Bagi pelaku usaha, ruang penyelesaian sengketa atau penegakkan hukum
konsumen memiliki arti dan dampak tertentu.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memuat 18 Bab dan 65
Pasal. Undang-undang ini disahkan oleh Presiden Republik Indonesia

Bacharudin Jusuf Habibi. Pada Bab | dijelaskan mengenai ketentuan umum

% Samsuddin Siswanto, “Efektivitas Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen Di Era Globalisasi,” Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam 3, no. 2
(2021): 105-23.



meliputi definisi perlindungan konsumen, konsumen, pelaku usaha, barang,
jasa, promosi dst. Bab Il menjelaskan asas dan tujuan dimana asasnya
meliputi manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan
konsumen, serta kepastian hukum. Dan dalam bab ini dipaparkan beberapa
tujuan salah satunya yaitu menciptakan sistem perlindungan konsumen yang
mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi
serta akses untuk mendapatkan informasi. Di bab berikutnya memuat hak dan
kewajiban, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, ketentuan
pencantuman klausula baku, tanggungjawab pelaku usaha, pembinaan dan
pengawasan. Pada bab selanjutnya dijelaskan mengenai Badan Perlindungan
Konsumen Nasional, susunan organisasi dan keanggotaan, lembaga
konsumen swadaya masyarakat dan penyelesaian sengketa. Pada bagian bab
terakhir meliputi pemaparan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen,
penyidikan, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.’

Mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Di dalam agama Islam
dikenal adanya Magasid syariah. Magasid Syariah sendiri diartikan sebagai
tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh sang
pencipta yaitu Allah SWT. Tujuan utama dari syariah untuk mewujudkan
maslahah bagi manusia dan menghilangkan kemudhorotan. Menurut Imam
Al-Ghazali memaparkan maslahat dalam 5 hal. Yang pertama yaitu menjaga
agama (hifdz ad-Din). Yang kedua yaitu menjaga jiwa (hifdz an-Nafs). Yang

ketiga yaitu menjaga akal (hifdz al-Aql). Yang keempat yaitu menjaga harta

* “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen,” 1999.



(hifdz al-Maal). Dan yang terakhir yaitu menjaga keturunan (hifdz an-Nasl).

Tujuan utama dari magashid syariah adalah maslahah yaitu
tercapainya kebaikan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariah.
Al-Ghazali mengartikan maslahah sebagai memelihara tujuan al-syari®.
Maslahah disini yang dimaksud adalah maslahah mursalah.® Dalam
pandangan syariah, seorang memproduksi suatu produk tujuannya untuk
kemaslahatan. Konsumsi juga didasarkan pada kemaslahatan untuk meraih
kebaikan di dunia dan akhirat. Segala aktifitas ekonomi mengandung
maslahah bagi manusia yang disebut dengan kebutuhan yang harus dipenuhi.
Memenuhi kebutuhan bukan memuaskan keinginan merupakan tujuan
ekonomi dan merupakan kewajiban agama.’

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengungkapkan
sistem perlindungan konsumen di Indonesia masih memiliki banyak
kelemahan. Kasus nyata, dialami oleh Edib, yang bekerja sebagai driver
transportasi online seperti Go-Jek atau Grab Indonesia ketika terjadi
kecelakaan tunggal pada ojek online hanya dikaitkan dengan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan padahal pada
kasus tersebut sudah jelas masuk ke ranah perlindungan konsumen.
Kelemahan kedua terjadi pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
yang tak kunjung segera diundangkan menjadi peraturan. Padahal data-data

pribadi konsumen digunakan dalam aplikasi-aplikasi digital. Kelemahan ketiga

® Paryadi, “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama,” Cross-Border 4, no.
2 (2021): 201-16.

® Ubbadul Adzkiya’, “Analisis Maqashid Al-Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam Dan
Pancasila,” Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia X, no. 1 (2020): 23-35.

" Ahmad Masyhadi, “Magqashid Syariah Sebagai Paradigma Pengembangan Ekonomi
Islam,” Al-Musthofa: Journal of Sharia Ekonomics 1, no. 2 (2018): 54-63.



masyarakat masih dibingungkan dengan sistem pengaduan karena banyaknya
saluran pengaduan bagi masyarakat.®

Menurut sebuah artikel yang ditulis oleh M. Ali Butho pengaturan
mengenai kepentingan konsumen itu baru terbatas pada upaya untuk sekedar
melarang dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha. Pengaturan dalam
UU ini belum memberikan hak kepada konsumen yang diragukan untuk
mendapatkan kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Hak
atas informasi dalam undang-undang ini bersifat sangat terbatas pada hak
informasi tentang kondisi dan jaminan barang atau jasa seperti yang termuat
dalam pasal 4.°

Contoh kasus lagi terkait kekurangan dalam Undang Undang
Perlindungan Konsumen secara nyata digugat sejumlah orang ke Mahkamah
Konstitusi (MK). Para penggugat diantaranya Samuel Bonaparte, Ridha
Sjartina, dan Satrio Laskoro. Mereka menggugat Pasal 4 huruf ¢ dan Pasal 7
huruf a Undang Undang Perlindungan Konsumen lantaran mengalami
malpraktik disebuah rumah sakit, dalam proses sidangnya Samuel kalah dan
diminta untuk pengajuan gugatan ulang Tapi baginya hal ini menunjukkan
keinginan untuk mendapatkan keadilan yang cepat dengan biaya ringan
menjadi tidak tercapai.’

Pemaparan diatas menunjukkan adanya kelemahan kedudukan pelaku

8 Fajar Pebrianto, “BPKN Jelaskan 3 Kelemahan Sistem Perlindungan Konsumen Di RI,”
2019, diakses dari https://bisnis.tempo.co/read/1220729/bpkn-jelaskan-3-kelemahan-sistem-
perlindungan-konsumen-di-ri.

° Irfandi, “Kelemahan Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Sudah
Diperbaiki?,” 2023, diakses dari https://www.darunnajah.ac.id/kelemahan-dalam-undang-undang-
perlindun%an-konsumen-uupk-sudah-diperbaiki/.

Gresnews.com, “Celah Pada UU Perlindungan Konsumen,” 2015, diakses dari
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11297.



usaha dan konsumen dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen karena
Indonesia mayoritas konsumennya adalah muslim, maka perlu adanya
tinjauan terhadap kedudukan konsumen dan pelaku usaha dalam Undang

Undang Perlindungan Kosumen Perspektif magashid syariah.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat
dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif maqasyid Syariah terhadap hak dan
kewajiban konsumen dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?

2. Bagaimana perspektif magasyid Syariah terhadap hak dan
kewajiban pelaku usaha dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?

3. Bagaimana perspektif magashid syariah terhadap berbuatan yang
dilarang bagi pelaku usaha dalam Undang Undang Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?

C. Tujuan Penelitian
Ada beberapa tujuan yang mendasari penulis dalam memillih judul
skripsi ini yaitu:
1. Untuk mengetahui perspektif magasyid Syariah terhadap hak dan
kewajiban konsumen dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen.



2. Untuk mengetahui perspektif magasyid Syariah terhadap hak dan
kewajiban pelaku usaha dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

3. Untuk mengetahui perspektif magashid syariah terhadap
berbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam Undang Undang

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

D. Kegunaan Penelitian
Harapan dari penelitian ini mampu memberi manfaat praktis
maupun teoritis, diantaranya:
1. Manfaat teoritis
Sebagai referensi tentang kajian Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen perspektif Magashid Syariah.
Khususnya pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen Pasal 4 dan 5 tentang hak dan kewajiban
konsumen, pasal 6 dan 7 tentang hak dan kewajiban pelaku usaha, dan
pasal 8 tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.
2. Manfaat praktis
a. Bagi Peneliti
Untuk memenubhi persyaratan kampus guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum. Dan mendapatkan gambaran kesesuaian antara UUPK
dengan Magashid Syariah.

b. Bagi Akademik
Hasil Penelitian bisa digunakan sebagai referensi untuk mahasiswa

yang hendak melakukan penelitian serupa.



c. Bagi Masyarakat
Memberikan gambaran kepada masyarakat tentang tinjauan

Magashid Syariah terhadap UUPK.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 telah dilakukan
penelitian oleh Muhammad Habibi dan Puji Sulistyaningsih dalam jurnal
hukum ekonomi islam yang berjudul "Tinjauan Magashid Al-Syariah Terhadap
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen"
penelitian ini membahas tentang tinjauan magashid syariah dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam
penelitian ini membahas pasal 3 huruf (b), pasal 4,pasal 6 huruf (d), pasal 2
yang di tinjau kedalam lima unsur pokok yang harus dilindungi oleh manusia
dalam kehidupan yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dan
menghasilkan kesimpulan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (UUPK) bukan merupakan produk syariah, tetapi
pasal-pasalnya sejalan dengan konsep magashid al-syariah yaitu mewujudkan
kemashlahatan dengan cara melaksanakan segala sesuatu yang bermanfaat bagi

konsumen dan pelaku usaha dan mencegah terhadap transaksi merugikan.**

Tri Setiady & Setiady Salidja juga melakukan penelitian dalam jurnal
Yustitia yang berjudul “Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen Ditinjau dari Law As An Allocative System”. Penelitian

! Muhammad Habibi Miftahul Marwa and Puji Sulistyaningsih, “Tinjauan Magashid Al-
Syariah Terhadap Undang-Undang No . 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen™ 4, no. 2
(2020): 154.



ini membahas tentang tinjauan hukum sebagai sistem alokasi terhadap Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode yang
digunakan adalah yuridis normatif dan deskriptif-analitis. Menggunakan 2
tahap dalam Penelitian, yaitu penelitian kepustakaan dan pengumpulan data
lapangan. Penelitian ini mengacu pada konsep hukum sebagai sistem alokasi
yang meliputi How it Performs, How it treats people, How it distribute dan
How its Cost and Benefit.*?

Elisa Siti, Tiya Rissa dan Panji juga melakukan penelitian dalam
jurnal hukum ekonomi syariah Volume 1 Nomor 2 Agustus 2022 yang berjudul
"Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce: Suatu Perspektif
Hukum Islam”. Penelitian ini menjelaskan pandangan Islam terhadap
perlindungan konsumen melalui transaksi e-commerce. Pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan normative berdasar Undang-Undang
perlindungan konsumen dan hukum Islam (Al-Qur’an dan Hadits). Penelitian
ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.™

Penelitian yang dilakukan oleh Heru Saputra dan Fransisca dalam
Jurnal Yustika volume 21, No. 2 Tahun 2018, “Kedudukan Pelaku Usaha dan
Konsumen Dalam Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Terhadap Produk
Mi Soun Mengandung Klorin)”. Di dalam penelitian ini menjelaskan

Kedududukan pelaku usaha dan konsumen dalam era globalisasi dan

perkembangan hukum progresif seharusnya mendudukan keduanya dalam

2 Tri Setiady & Suhaendi Salidja, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Law As An Allocative System,” Yustitia 7, no. 2 (2014):
57-80.

3 Elisa Siti Widyastuti, Tiya Rissa Kamila, and Panji Adam Agus Saputra, “Perlindungan
Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce: Suatu Perspektif Hukum Islam,” Milkiyah: Jurnal
Hukum Ekonomi Syariah 1, no. 2 (2022): 43-50, https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.208.



tatanan yang seimbang.*

Beberapa penelitian diatas merupakan penelitian terdahulu berkaitan
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen. Berikutnya akan dipaparkan beberapa penelitian yang berkaitan
dengan Magasid Syariah. Tujuannya untuk melihat perbedaan penelitian yang
hendak dilakukan. Berikut penelitian yang dilakukan berkaitan dengan
Magasid Syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Siska Lis Sulistiani dalam jurnal Law
& Justice Volume 3, Nomor 2, Oktober 2018 dengan judul “Analisis Magashid
Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia”.
Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif. Sumber data
sekunder meliputi sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode
pengumpulan data dengan metode dokumenter atau library research dan
dianalisis melalui metode deskriptif kualitatif.*®

Penelitian juga dilakukan oleh Muhammad Sabir dan Abdul Muher
dalam jurnal Tahkim Vol. XVII, No. 1, Juni 2021 dengan judul “Magasid
Syariah dan Metode Penetapan Hukum dalam Konteks Kekinian (Memahami
Korelasi Antara Keduanya)”. Di dalam penelitian ini dijelaskan tentang
korelasi antara Magasid Syari’ah dengan Metode Penetapan Hukum.

Keterkaitan antara keduanya dapat diasumsikan sebagai Magashid Syariah

" Heru Saputra Lumban Gaol and Fransisca Yanita Prawitasari, “Kedudukan Pelaku
Usaha Dan Konsumen Dalam Hukum,” Jurnal Yustika 21, no. 2 (2012).

' Siska Lis Sulistiani, “Analisis Magashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum
Industri Halal Di Indonesia,” Law and Justice 3, no. 2 (2019): 91-97,
https://doi.org/10.23917/1aj.v3i2.7223.
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sebagai tujuan dan metode sebagai media untuk memahami makna dan tujuan
pembuat hukum.®

Skripsi EImy Nur Khotimmah Fakultas Syariah dan Hukum IAIN
Surakarta tahun 2020, “Praktik Perlindungan Konsumen Pada Produk Pangan
Home Industry Tanpa Tanggal Kadaluarsa Di Kecamatan Karanganyar
Perspektif Magashid Syariah Dan UU No. 8 Tahun 1999”, temuan dalam
skripsi ini adalah Bentuk perlindungan konsumen pada produk pangan home
industry tanpa tanggal kadaluwarsa di Kecamatan Karanganyar berdasarkan
analisis kewajiban pelaku usaha dalam perlindungan konsumen yang yang
belum sepenuhnya terpenuhi ketentuan pasal 7 Undang-Undang No 8 tahun
1999 perspektif Magdasid Asy-Syari’ah terhadap perlindungan konsumen pada
produk pangan home industry tanpa tanggal kadaluwarsa adalah tidak
diperbolehkan hukumnya apabila mengkonsumsi produk yang dapat
membahayakan dan merusak tubuh, mengingat urgensi dari Magasid Asy-
Syari'ah adalah untuk melindungi jiwa.*’

Skripsi Dinda Rahayu Ratna Sari Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel tahun 2020, “Analisis Hukum Islam
Dan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Hp Rekondisi di
Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya”, temuan
dalam skripsi ini adalah Konsep jual beli HP rekondisi di Kelurahan Putat

Gede tidak memenuhi beberapa syarat dalam jual beli, maka hukum jual beli

'® Muhammad Sabir and Abdul Muher, “Magqasid Syariah Dan Metode Penetapan Hukum

Dalam Konteks Kekinian (Memahami Korelasi Antara Keduanya),” Tahkim 17, no. 1 (2021): 49—

' Elmy Nur Khotimmah, “Praktik Perlindungan Konsumen Pada Produk Pangan Home

Industry Tanpa Tanggal Kadaluarsa Di Kecamatan Karanganyar Perspektif Magashid Asy-Syariah
Dan UU No. 8 Tahun 1999,” AIN Surakarta (2020).
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terhadap HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede adalah tidak sah. Karena
penjual tidak menjelaskan spesifikasi HP rekondisi secara lengkap dan tidak
sesuai dengan yang diiklankan, sehingga HP rekondisi tidak dapat digunakan
sebagaimana mestinya. Hal ini menyebabkan jual beli menjadi fasid. Dari
perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen, jual beli HP rekondisi di
Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya melakukan
pelanggaran atas hak konsumen yaitu pasal 4b, 4c, 4d,4g, 4h dan sebagai
bentuk untuk melindungi pembeli dari kecurangan, maka sebagai penjual
mempunyai kewajiban pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.®
Dari pemaparan penelitian terdahulu, penelitian yang hendak
dilakukan berbeda dengan penelitian diatas. Perbedaan terletak pada fokus
penelitian. Penelitian akan dilakukan terhadap hak dan kewajiban konsumen,
hak dan kewajiban pelaku usaha dan perbuatan yang dilarang untuk pelaku
usaha dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen perspektif magashid

syariah.

F. Kerangka Teoritik
1. Konsep Perlindungan Konsumen
Gerakan perlindungan konsumen di Indonesia mulai dikenal
setelah munculnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang sering
disebut YLKI pada bulan Mei 1973. diikuti dengan munculnya Lembaga
Pembinaan dan Perlindungan Konsumen yang biasa disebut LP2K di

Semarang pada bulan Februari 1988. Sebuah prestasi ditorehkan oleh

'® Dinda Rahayu Ratna Sari, “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun
1999 Terhadap Jual Beli HP Rekondisi Di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota
Surabaya” (UIN Sunan Ampel, 2020).
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Gerakan konsumen setelah naskah akademik UUPK berhasil dibawa ke
Dewan Perwakilan Rakyat. Naskah tersebut akhirnya disahkan menjadi
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada tanggal 20 April 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.*

Dalam UUPK no. 8 Tahun 1999, Perlindungan konsumen diartikan
sebagai upaya-upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam memberikan
perlindungan terhadap konsumen. Ada empat asas dalam perlindungan
konsumen. Pertama asas manfaat, di mana manfaat yang dimaksud untuk
kedua belah pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha. Kedua asas keadilan,
di mana tujuannya adalah agar terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak
yaitu konsumen dan pelaku usaha. Ketiga asas keseimbangan yang meliputi
pihak konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Keempat asas keamanan
dan keselamatan agar konsumen dalam menggunakan atau membeli barang
dan atau jasa aman dan selamat. Kelima asas kepastian hukum, menjamin
kepastian hukum baik konsumen maupun pelaku usaha.?

Perlindungan konsumen bertujuan agar konsumen mandiri untuk
melindungi diri sehingga terhindar dari efek negatif penggunaan barang.
Perlindungan konsumen membuat konsumen berhak memilih dan
mendapatkan informasi yang benar atas produk. Dan konsumen
mendapatkan kepastian hukum, sehingga apabila terjadi sengketa
konsumen dapat menuntut ganti rugi atas produk. Perlindungan konsumen

juga menuntut para pihak untuk beritikad baik dan jujur. Dan mendorong

19 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media
Grup, 2013).

20 Muhamad Qustulani, Modul Matakuliah Perlindungan Hukum & Konsumen, PSP
Nusantara Press 2018, vol. 5, 2014.
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pelaku usaha untuk memproduksi barang dan atau jasa yang berkualitas,
agar konsumen memperoleh manfaat atas produk.?

Memperhatikan asas dan tujuan yang dipaparkan diatas dapat
diketahui bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen membawa misi besar dan mulia dalam
mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam mewujudkan
tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pemerintah
bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan
perlindungan konsumen.?

Sangat penting perlindungan hukum terhadap konsumen diatur
dalam undang-undang guna mencegah timbulnya masalah antara
konsumen dengan pelaku usaha. Perlindungan konsumen sesuai dengan
tujuan pembagunan nasional yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil dan
makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan mendukung tumbuhnya dunia
usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/jasa yang dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.”?

Hak-hak konsumen yang terdapat dalam UUPK mirip dengan
hak-hak konsumen dalam syariah. Ada pula perbedaannya yaitu hak untuk
mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan. Ada beberapa

hak yang terdapat dalam UUPK namun tidak diatur secara jelas dalam

2! «Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen.”

22 Dewa Gde Rudy et al., Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen (Fakultas Hukum

Universitas Udayana Tahun 2016, 2016).

2% Niru Anita Sinaga and Nunuk Sulisrudatin, “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di

Indonesia,”  Jurnal  Illmiah  Hukum  Dirgantara 5, no. 2 (2015): 71-87,
https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.110.

14



syariah. Tetapi sesuai dengan Magasid Syariah seperti hak untuk didengar,
hak untuk mendapat pendidikan, dan hak diperlakukan sama. Maka hak-
hak yang diatur dalam UUPK sesuai dengan syariah. Tujuannya untuk
memberikan kebaikan untuk konsumen.**

2. Teori Magasyid Syariah

Magashid syariah menurut ‘Alal al-Fasi adalah tujuan yang
dikehendaki syara’ dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syari’ (Allah)
pada setiap hukum. Magashid syariah mewujudkan kebaikan dan
menghindarkan keburukan atau untuk menarik manfaat dan menolak
madharat.® Senada yang disampaikan syekh lIzzudin syariat tujuannya
untuk mendatangkan segala bentuk kemaslahatan serta menghindari segala
hal yang menyebabkan kemudharatan. Seseorang yang memahami syariat
dengan benar dan bisa memahami maksud tujuan al-Qur’an dan Hadits,
maka ia akan memahami bahwa setiap perintah memiliki maksud untuk
mewujudkan kemaslahatan. Sebaliknya, setiap larangan adalah untuk
menolak kerusakan.?

Menurut Imam Syathibi, Allah menurunkan syariat tiada lain
selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan.
Aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan.
Syathibi kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu

dharuriyyat, hajiyyat dan tahsinat. Magashid atau Maslahat Dharuriyyat

? Nurhalis, “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Consumer Protection in the Perspective of Islamic Law,” 1US 3, no.
8 (2015): 526-42.

%% Ahmad Jalili, “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam,” Teraju 3, no. 2 (2021):

71-80.
?® Moh Alfin Sulihkhodin, “Maqashid Al-Syari’ah Perspektif *Izzudin Abdi Al-Salam,” Jurnal
Pemikiran Dan Hukum Islam 7, no. 1 (2021): 1-18,

https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/fagih/article/view/197.
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adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama
dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan
bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat,
shaum dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk maslahat atau magashid
dharuriyyat ini ada lima yaitu: agama (al-din), jiwa (al-nafs), keturunan
(an-nasl), harta (al-mal) dan agal (al-aql).”’

Menurut al-Syatibi magashid syariah ditinjau dalam dua bagian.
Bagian pertama yaitu dilihat dari tujuan Tuhan selaku pembuat syariat.
Bagian kedua yaitu dilihat dari tujuan manusia yang dibebani syariat.
Tujuan yang berkenaan dimana Tuhan menetapkan prinsip ajaran syariat
agar dipahami dan dilaksanakan oleh manusia. Untuk tujuan berkenaan
dengan manusia yang dibebani syariat agar mereka memahami esensi
hikmah syariat tersebut.?®

Memahami maqashid syariah sangat penting karena dengan
begitu seseorang mampu memahami maksud dan tujuan ada dalam
AlQur’an dan As-Sunnah. Tidak hanya itu saja seseorang akan mampu
menetapkan fatwa atau hukum dari sebuah nash Al-Qur’an dan As-sunnah
yang masih bersifat umum sesuai dengan maksud pembuat syariah.
Kemudian juga mampu mengkiaskan suatu hukum terhadap suatu masalah
yang belum ada hukumnya dalam Al-Qur’an dan As-sunnah atau Ijma’,
dengan masalah yang telah ada hukumnya dalam Al-Qur’an dan As-

Sunnah. Bagi umat Islam, magashid syariah dapat memberikan jawaban

2" Abdurrahman Kasdi, “Maqasyid Syari > Ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam
Kitab Al-Muwafaqat,” Yudisia 5, no. 1 (2014): 47-63.

%% Galuh Nashrullah kartika Mayangsari R and H. Hasni Noor, “Konsep Magashid Al-
Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda),” Jurnal
Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah 1, no. 1 (2014): 50-69.
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dan solusi yang syar’i dan ilmiah terhadap setiap permasalah dan
tantangan umat di setiap zaman.®® Penulis mengklasifikan bahwa
penelitian nantinya akan menitik beratkan pada kemaslahatan dharuriyyat
pada undang undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

pada pasal 4,5,6,7, dan 8.

G. Metode Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Penelitian yang penulis lakukan ini termasuk ke dalam
penelitian yuridis normative. lalah suatu metode yang melakukan
penelitian terhadap bahan pustaka/sekunder, data yang menjadi objek
dari penelitian ini ialah berupa produk hukum yang disahkan oleh
legislator.
b. Sifat Penelitian
Adapun sifat dari penelitian yang dilakukan ialah deskriptif.
Yaitu memaparkan hasil penelitian dengan cara memperoleh
gambaran utuh dan sistematik mengenai fakta yang relevan dengan
penelitian ini.
2. Jenis Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini ialah data yang didapatkan dari

hasil studi kepustakaan, yang mana mencakup dokumen resmi, hasil

%% Khairan Muhammad Arif, “Pengaruh Maqashid Syariah Terhadap Figh Muamalah Dan
Fatwa Dalam Mewujudkan Moderasi Islam,” El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan
Syariah 4, no. 01 (2020): 1-16, https://doi.org/10.34005/elarbah.v4i01.1054.
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penelitian dalam bentuk laporan dan buku-buku yang berkaitan serta tidak
terlepas dari Al-Qur’an dan Hadist, Fikih serta sumber lainnya.
3. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu dengan pendekatan studi kepustakaan, melalui pengumpulan data
yang bersumber dari literatur, buku, legal opinion yang tentunya memiliki
relevansi dengan penelitian ini. Selanjutnya juga dengan melakukan
kegiatan mencatat, menelah, serta membuat ulasan-ulasan terhadap bahan
pustaka yang relevan.
4. Metode Pengolahan Data
1) Pengumpulan Data
Data diperoleh dari UUPK, buku, dan jurnal yang berkaitan
dengan Perlindungan Konsumen dan Magasih Syariah. Data diambil
dari UUPK Pasal 4,5,6,7, dan 8. Data tersebut yang nantinya akan
ditinjau dari segi Magashid Syariah.
2) Reduksi Data
Data-data yang terkumpul akan dipilah mana yang termasuk
perlindungan konsumen dan yang mana masuk dalam Magashid
Syariah. Kemudian disusun sedemikian rupa agar bisa menjawab
rumusan masalah dan ditarik kesimpulan.
3) Penyajian Data
Penyajian data dalam bentuk deskripsi tentang UUPK yang
ditinjau dari Magashid Syariah. Pada bagian awal akan diperlihatkan

teori dan konsep pelindungan konsumen dan Magashid Syariah.
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Kemudian diperlihatkan Sejarah perlindungan konsumen dan Pasal-
Pasal UUPK yang berkaitan dengan hak dan kewajiban konsumen
maupun pelaku usaha serta perilaku bisnis yang dilarang untuk pelaku
usaha. Pada tahap selanjutnya Pasal-pasal tersebut akan ditinjau dari
Magashid Syraih disertai dengan Ayat-ayat al-Quran sebagai penguat.
4) Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dilakukan setelah seluruh proses penelitian selesai.

Hasil dari pembahasan menjadi dasar penarikan kesimpulan. Pada

bagian ini memuat jawaban atas rumusan masalah penelitian.

H. Sistematika Penulisan Skripsi
Sistematika penulisan skripsi ini guna mempermudah pembaca akan

dibagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

Bab | Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah,
tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori

dan kerangka berpikir, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Il Teori dan konsep perlindungan kosumen dan magashid
syariah, dalam bab ini berisi mengenai konsep hukum perlindungan
konsumen, penjelasan-penjelasan tentang Implementasi syariah meliputi
pengertian magashid syariah, sejarah maqashid syariah, hakikat magashid
syariah, pembagian magashid syariah.

Bab 11l Gambaran Umum Undang-Undang Perlindungan Konsumen,
yang meliputi sejarah perlindungan konsumen dan Undang-Undang

Perlindungan Konsumen meliputi pasal 4,5,6,7 dan 8.
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Bab IV Analisis Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen perspektif magashid syariah, meliputi analisis pasal
4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, analisis pasal 5
UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, analisis pasal 6 UU
No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, analisis pasal 7 UU No.
8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, analisis pasal 8 UU No. 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran
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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa
kedudukan konsumen dan pelaku usaha sama dalam Undang Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sama sama mendapatkan hak
perlindungan hukum, sama sama berkewajiban beritikad baik yang dijelaskan
pada pasal 5 huruf (b) pasal 7 huruf (a). Pasal 8 menjelaskan perbuatan yang
dilarang bagi pelaku usaha, pasal 8 ayat 1 barang atau jasa yang tidak boleh
diproduksi atau pun dijual. Pasal 8 ayat 2 larangan menjual barang yang
rusak,cacat atau bbekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara
lengkap. Pasal 8 ayat 3 pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan
farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau
tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Pasal 8 Ayat 4

dijelaskan bahwa pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.

UUPK Pasal 4, 5, 6, 7, dan 8 membahas tentang hak dan kewajiban
konsumen dan pelaku usaha serta perilaku bisnis yang dilarang untuk dilakukan
oleh pelaku usaha. Setelah dicermati Pasal-Pasal tersebut mengandung nilai-
nilai  keislaman diantaranya kejujuran, keadilan, pemenuhan akad,
musyawarah, dilarangnya gharar dan penipuan (tadlis). Yang seluruhnya
mengarah pada satu tujuan yaitu kemaslahatan. Sehingga UUPK Pasal 4, 5, 6,

7, dan 8 sesuai dengan Magashid Syariah.
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B. Saran
Penelitian ini terbatas pada pembahasan 5 Pasal UUPK yang ditinjau
dengan Magashid Syariah. Tentu masih banyak peluang untuk penelitian
serupa dengan Pasal-Pasal yang belum dibahas. Bisa juga dilakukan penelitian

serupa dengan tinjaun yang berbeda.
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